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ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundanaan Tahapan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran 

Covid-19; Merespon perkembangan situasi  terkini penyebaran wabah penyakit 

yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi 

World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemik 

global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan 

penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan 

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait 

Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat 

Virus Corona di Indonesia. 

   

  Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); 



Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 

2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah 

Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; Surat Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 

16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan 

Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020; Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-

Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 07/PL.02-Kpt/15/Prov/III/2020 tentang 

Penundanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 

dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. 

 

  Dalam Keputuasan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 36/PP.04.2-

Kpt/1571/KPU-Kot/III/2020 diatur tentang : 

Penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan 

Kecamatan Di Kota Jambi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 

Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; sampai dengan 

batas waktu yang akan ditentukan kemudian 

 

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi berlaku sejak tanggal ditetapkan 

23 Maret 2020. 

 


